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BAB V  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Peneliti telah melakukan penelitian dengan pengumpulan data triangulasi melalui 

kegiatan wawancara mendalam dengan tim UP JSC, observasi partisipatif kepada 

pengguna fitur JakLapor, serta studi dokumen resmi milik UP JSC. Kemudian peneliti 

menganalisis hasil penelitiannya dengan menggunakan analisis interaktif, sehingga 

diperoleh kesimpulan bahwa meskipun dihadapi oleh beberapa tantangan, tetapi UP 

JSC telah berhasil mengimplementasikan Open Government melalui aplikasi JAKI, 

terutama pada fitur JakLapor yang dilihat dari prinsip transparansi, partisipasi, dan 

kolaborasi, yaitu:  

1. Prinsip transparansi yang sejalan dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik, tercermin dari cara UP JSC menyediakan akses 

yang jelas dan terbuka terhadap informasi publik, seperti Pergub Provinsi DKI 

Jakarta 68/2022 dan SK Sekda Provinsi DKI Jakarta 99/2022, data bulanan 

aplikasi JAKI, LKPD Provinsi DKI Jakarta, serta Laporan Tahunan JSC. Hal 

tersebut memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan memahami data 

tersebut,  yang kemudian berujung pada perwujudan indikator Smart Governance 

dan Smart People pada Smart City; 

2. Prinsip partisipasi tercermin pada fitur JakLapor yang memfasilitasi masyarakat 

untuk berpartisipasi dalam membuat laporan permasalahan sosial lokal, 

melakukan diskusi dengan sesama pengguna aplikasi JAKI, hingga  memberikan 

ulasan berupa kritik dan masukan yang kemudian berujung pada perwujudan 

indikator Smart People pada Smart City; serta 

3. Prinsip kolaborasi tercermin pada komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh 

antarpetugas dalam menindaklanjuti laporan masyarakat, serta kolaborasi dalam 

pengembangan dan pembaruan fitur aplikasi JAKI. 
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B. Saran 

Secara keseluruhan, UP JSC telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap 

prinsip-prinsip Open Government dan menjadikan aplikasi JAKI sebagai alat yang 

efektif untuk meningkatkan transparansi, partisipasi, dan kolaborasi dalam pelayanan 

publik di DKI Jakarta. Hal ini terbukti dari berbagai penghargaan yang telah diterima 

oleh aplikasi JAKI dan fitur JakLapor. Walaupun begitu, masih ada beberapa 

kekurangan yang perlu diperbaiki oleh UP JSC dan petugas yang menindaklanjuti 

laporan masyarakat. Berikut ini beberapa saran dari peneliti kepada UP JSC dan 

petugas untuk memperbaiki kekurangan yang ada, yaitu: 

1. Sosialisasi SK Sekda Provinsi DKI Jakarta 99/2022 

a. Tim UP JSC perlu menggencarkan kembali sosialisasi tentang SK Sekda Provinsi 

DKI Jakarta 99/2022. Ini penting agar semua pihak yang terlibat memahami dan 

mengikuti pedoman yang telah ditetapkan. Sehingga meminimalisir terjadinya 

salah koordinasi tindak lanjut laporan masyarakat; serta 

b. Sosialisasi ini juga harus mencakup masyarakat luas. Salah satu caranya adalah 

dengan menambahkan panduan kategori yang membantu masyarakat 

menyesuaikan deskripsi masalah mereka sesuai dengan SK Sekda Provinsi DKI 

Jakarta 99/2022 (lihat pada Gambar 4.22). Dengan adanya panduan tersebut, 

masyarakat diharapkan membaca SK Sekda Provinsi DKI Jakarta 99/2022 

terlebih dahulu sebelum memilih kategori laporan. 

 
 

2. Tindak Lanjut Laporan oleh Petugas 

a. Petugas yang menindaklanjuti laporan masyarakat harus melakukannya dengan 

serius sampai permasalahan tersebut benar-benar terselesaikan. Ini penting untuk 

menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan efektivitas layanan. Sebab, 

tindak lanjut laporan yang cepat bukan berarti permasalahan diselesaikan dengan 

tepat. Petugas perlu memahami akar permasalahannya dan mempertimbangkan 

ekspektasi penyelesaian dari pelapor. 
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3. Verifikasi dan Validasi oleh Biro Pemerintahan  

a. Biro Pemerintahan harus lebih ketat dalam memvalidasi dan memverifikasi hasil 

tindak lanjut yang dilakukan oleh petugas. Mereka tidak boleh terlalu mudah 

menerima hasil tanpa memastikan bahwa masalah telah ditangani dengan baik di 

lapangan. Jika diperlukan, Biro Pemerintahan dapat menambahkan kriteria 

ketuntasan laporan menjadi lebih detail lagi. Misalnya laporan mengenai parkir 

liar, pada SK Sekda Provinsi DKI Jakarta 99/2022 disebutkan kriteria ketuntasan 

laporannya meliputi foto dengan timestamp. Biro Pemerintahan bisa 

menambahkan detail, seperti foto yang menampilkan area yang sudah bersih dari 

kendaraan yang terparkir, serta penindakan terhadap juru parkir ilegal. Jadi tindak 

lanjut laporan dapat dikatakan selesai verifikasi dan validasi, apabila area tersebut 

sudah bersih dan juru parkir ilegal tersebut sudah ditindak sesuai dengan hukum 

yang berlaku.  
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